
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEII,NJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

balrwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 82 Tahun 2017 telah ditetapkan Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatar dall Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan butir A angka 11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ fanggal 24

Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Ba-ntuan Operasional Sekolah Satual Pendidikan

Meoengah Negeri dan Satuan Pendidikal Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS dalam perda tentang Perubahan

APBD sebagaimana dimaksud angka 10 tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dara BOS tri\r.ulart IV
taltun berjalan, Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan terlebih dahu.lu

melakukan perubahan Porkada tentang Penjabaran Perubahan APBD, darl memberitahukan kepada Pimpinan

DPRD, unf.ik seianju-urya disarnpaii<an dalam Laporan Rea.lisasi Anggaran (LRA), sehingga Peratr.rran cubemur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

Menimbang :4.
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c. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang
Peqiabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tairun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom propinsi Atjoh dan perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 1 103);

2. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43SS);

4. Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2Oo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaal dan Talggungjawab Keualgan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 440O);

5 Undang-Undang Nomor 25 Ta-hun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 442I);

6' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentarrg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralftir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-
! L.,..:,.,,., rr.T..-,-.. 4waa !u!Ld€ rcruEihrlauarl lJacrall (Lemoara.rl Negara Kepubltt( lndonesE'lahun 2OI5
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8.

9.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbalgan (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangal Daerah (Lembarart Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tontang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Talun 2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\.rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

44, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaar dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia "Iahiur, 2017 Nomor 73, Tambahan Lembararr Negara Republik

In.ioncsia I.ioi.iior: 60+ i),

10.

11.
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14, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan darr Administratif Pimpinal Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralsrat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomar Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaal Keuangal Daerah;

16. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pen]rusunan Anggaran Pendapatal dan

Belaoja Daerah Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Talun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 201O Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahulr 2Ol7 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol7 ter,talj.g Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembarar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 10);

20- Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2077 (Ber].ta Daerah Provinsi Sumatera Utara Talun 2017 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah treberapa kali teralhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 55 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera

U'€r-a Teiii-rir 2O17 iiomor 55i;
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MEMI'TUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 82

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 20 1 7 Nomor 82) , pada Lampirar I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian kbih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2017 sebagaimara dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupa}an bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

1. Lampimn I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD;

3. Lampiran III Daltar Penerima Hibah darl Besaran Bantuarr
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

dalam Berita Daerah provinsi Sumatera Utara.
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1"4 Desember 2OLT
GUBERNUR SUMATERA UTARA

rtd

TENGKU ERRY NURADI
Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2OLT

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2AV NOMOR 91

Salinan Se Aslinya
KEP M,

Pembina Utalfi-a Muda (IV/c)


